[image: image1.jpg]Qi

UNESA

Universitas Negeri Surabaya






KUALIFIKASI MASKER SEBAGAI BARANG PENTING DI BIDANG PERDAGANGAN 
PADA MASA PANDEMI COVID-19
Rega Angga Gantara 
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) 
rega.17040704056@mhs.unesa.ac.id
Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id
Abstrak

Kasus penimbunan masker yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 telah merugikan masyarakat karena perbuatan penimbunan masker tersebut membuat harga masker melambung tinggi dan stok masker di pasaran menjadi kosong, sehingga menimbulkan kesusahan bagi masayarakat dalam mendapatkan masker di masa pandemi covid-19. Perbuatan penimbunan diatur pada Pasal 109 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun pengaturan tentang jenis-jenis barang penting diatur secara limitatif pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah yang menjadi kualifikasi barang penting di dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan apakah masker dapat dikualifikasikan sebagai barang penting di bidang perdagangan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa barang penting yang memiliki sifat strategis dapat disamakan dengan sifat strategis pada barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam undang-undang perpajakan, yang dari kata strategis tersebut memiliki makna bermanfaat bagi masyarakat. Masker dapat dikualifikasikan sebagai barang yang memiliki sifat strategis, apabila mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang menunjukkan bahwa masker memiliki kegunaan dan manfaat dalam penanganan pandemi covid-19, sehingga dengan penanganan pandemi covid-19 tersebut dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dan jalannya aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya.
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Abstract

Cases of hoarding mask which is conducted during the covid-19 pandemic had make a loss for public because the hoarding of masks made the price of masks rise up and the stock of masks on the market became empty, causing difficulties for public to getting masks during the covid-19 pandemic. The act of hoarding is regulated in Article 109 jo. Article 29 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, but the regulation on types of important goods is regulated in a limited manner in Presidential Regulation Number 59 of 2020 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2015 concerning Stipulation and Storage of Basic Necessities And Important Items. The purpose of this research is to find out and examine what are the qualifications of important goods in Law no. 7 of 2014 and to find out and whether masks can be qualified as important items in the trade sector during the covid-19 pandemic. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. Collection of legal materials with literature study. Legal material analysis technique with prescriptive. The results of the discussion show that important goods that have a strategic nature can be equated with the strategic nature of certain taxable goods that are strategic in the tax law, which from the word strategic has the meaning of benefiting the community. Masks can be qualified as goods that have a strategic nature, if they are based on the provisions of the Regulation of the Minister of Finance Number 34/Pmk.04/2020 concerning the Provision of Customs and/or Excise Facilities and Taxation on Imported Goods for the Purpose of Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic, which shows that masks have uses and benefits in handling the covid-19 pandemic, so that with the handling of the covid-19 pandemic, it can maintain and improve the health status as high as possible, as well as maintain the stability of the national economy and the course of other aspects of people's lives.
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PENDAHULUAN
    Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, dan papan. Manusia selalu disebut sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial mengandung makna bahwa setiap individu tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya(Maharani 2016). Adam Smith menyebutkan manusia sebagai makhluk ekonomi “homo economicus”, makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya(Supratman 2019). Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti kemajuan peradaban manusia(Dinar and Hasan 2018).
     Manusia mulai berpikir bahwa untuk mendapatkan barang, ia harus melakukan penukaran, maka manusia pun menciptakan pasar untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli(Indrawati and Yovita 2014). Penjual menyediakan barang, dan pembeli membayar harga barang tersebut kepada penjual, biasanya terjadi permintaan dan penawaran. Sebelum manusia menemukan uang, manusia pada zaman dahulu masih menerapkan penukaran barang atau yang disebut dengan istilah barter. Barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya(Kimbal 2016). Contoh sederhananya adalah nelayan menjual ikan, ikan akan ditukar kepada orang yang mempunyai beras, begitupun sebaliknya. Namun, barter memiliki kekurangan, sehingga digantikan dengan mata uang yang lebih modern.

Kebutuhan manusia selalu berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor alamiah pada diri manusia sendiri seperti faktor usia, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan anak kecil yang masih sekolah dengan orang lansia tentu berbeda, anak sekolah membutuhkan alat-alat tulis, buku tulis, dan lain sebagainya, sedangkan orang lansia membutuhkan alat pendengar, tongkat untuk membantu berjalan, dan lain sebagainya. Namun, terkadang kebutuhan manusia dipengaruhi oleh faktor luar yaitu karena keadaan. Keadaan dapat berubah-ubah, keadaan yang biasa atau normal menjadi suatu keadaan darurat atau keadaan bahaya. Keadaan darurat ada berbagai macam, seperti diantaranya yaitu keadaan perang, keadaan bencana, dan lain sebagainya. 
     Dewasa ini, dunia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit virus baru yaitu corona virus disease 2019 (covid-19) pada tanggal 31 Desember 2019(Anon 2020a). Nama penyakit baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)(Sutaryo et al. 2020). Pada rabu, 11 maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia / World Health Organization (WHO) mengumumkan status covid-19 menjadi pandemi penyebaran covid-19 yang cepat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah dan sudah banyak negara di berbagai belahan dunia(Siagian 2020). 
     WHO telah mengonfirmasikan sebanyak lebih dari empat juta orang dari total 216 negara yang telah terpapar covid-19 dengan persentase kematian akibat covid-19 sebesar 6,7% di seluruh dunia(Prastyowati 2020).   Menurut Worldometers, total kasus covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 24.031.320 (24 juta). Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.579.882 (16,5 juta) pasien telah sembuh, dan 822.233 orang meninggal dunia. Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 berada di peringkat kedua kematian di dunia akibat corona karena mencapai 8.44%(Masrul et al. 2020) , 38 orang meninggal dunia akibat corona(Masrul et al. 2020).
     Kasus covid-19 juga terjadi di Indonesia. Angka kasus positif covid-19 terus mengalami peningkatan, semenjak kasus pertama terinfeksi covid-19 diumumkan. Pada tanggal 1 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.677. Tujuh bulan semenjak kasus pertama tersebut diumumkan, atau pada bulan Oktober, jumlah kasus covid-19 telah mencapai 291.182 orang(Yahya and Maharani 2020). Pergantian tahun 2020-2021 kasus covid-19 belum kunjung turun, namun terus meningkat. Data pemerintah menunjukkan kenaikan jumlah kasus covid-19 pada pergantian tahun 2020-2021 mencapai 743.198 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 611.097 orang dinyatakan sembuh, dan yang meninggal dunia sebanyak 22.138 orang(Anon 2021).
     Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional(Ihsanuddin 2020). Poin penting yang terkandung di dalam Keppres tersebut adalah "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional"(Anon 2020d).
     WHO resmi menyatakan bahwa penularan bisa terjadi melalui udara(Putri n.d.) atau airborne(Bramasta 2020). Penularan melalui udara membuat virus covid-19 menjadi berbahaya apabila terhirup manusia. Sehingga, WHO merekomendasikan kepada setiap negara, termasuk Indonesia agar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (physical distancing). Rekomendasi WHO tersebut dijalankan Indonesia dengan menerapkan “3M” (yang dikenal dengan sebutan “pesan ibu”).
     Masker berfungsi yang digunakan untuk melindungi dari paparan bahaya gas, partikel dan aerosol(Erni, Fitriani, and Salmiah 2021). Virus termasuk partikel yang apabila masuk ke dalam saluran pernapasan dapat menyebabkan penyakit. Mengingat fungsi masker yang sangat berguna pada saat pandemi covid-19 ini, maka masker menjadi kebutuhan penting yang banyak dicari masyarakat saat pandemi covid-19 ini. Masyarakat membeli masker berbagai merek yang tersedia baik di apotek, pasaran, maupun toko online. Permintaan masker yang tinggi tidak dibarengi dengan stok atau ketersediaan masker yang cukup, sehingga menyebabkan harga masker melonjak menjadi mahal. Ketua Asosiasi Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Edi Haryanto mengatakan naiknya harga masker dipicu oleh makin sedikitnya stok, sementara permintaan melonjak. Juga karena banyaknya penimbunan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab(Anon 2020e).
     Indonesia merupakan negara yang mana tidak sedikit orang yang menggunakan momentum ini untuk mendapatkan profit yang tinggi, berbondong-bondong  untuk mencari masker, kemudian membelinya untuk disimpan terlebih dahulu (menimbun) hingga harga masker mulai melonjak, dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi(Anon 2020c). Pada bulan april pertengahan tahun 2020 harga masker sempat mencapai harga di angka Rp450.000 per kotak dengan isi 50 helai(Anon 2020c).
     Pelaku penimbunan masker merupakan dari pelaku usaha seperti distrbutor, namun juga dari kalangan masyarakat yang mengincar keuntungan dari masa pandemi covid-19 ini. Tujuan dari menimbun barang tersebut semata-mata hanya memberikan keuntungan berlipat ganda bagi penimbun, namun di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan masker di masa pandemi covid-19, terutama bagi masyarakat serba kekurangan (kemiskinan) kesulitan mencari masker baik di pasar maupun toko, jika pun ada harga masker yang ditawarkan sangat mahal dan tidak mampu dibeli masyarakat kelas bawah.

Kasus penimbunan masker terjadi di Indonesia, diantaranya Empat orang penimbun masker ditangkap Satreskrim Polres Bogor. Empat pelaku terbukti menimbun dan menjual masker dan cairan pencuci tangan dengan harga tak wajar. Barang bukti berupa ribuan masker dan ratusan botol cairan pembersih tangan, serta dua unit mobil diamankan polisi. Pelaku mengaku memperoleh masker dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur, kemudian menimbunnya, dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Atas perbuatannya ini, pelaku mampu meraup omset hingga 160 juta rupiah. Keempat pelaku dijerat pasal berlapis tentang undang undang perdagangan, dan terancam pidana di atas lima tahun penjara, serta denda 50 miliar rupiah(Nugroho 2020).

     Kasus selanjutnya, Polisi menemukan 358 boks masker dalam penggerebekan di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rinciannya 120 boks masker wajah merek Sensi, 152 masker wajah merek Miitra, 71 kotak masker wajah merek Prasti dan 15 kotak masker wajah merek Facemas. Masker-masker itu ditimbun oleh oknum mahasiswi salah satu universitas di Jakarta Barat bernama TVH. "Ini diungkap Polsek Tanjung Duren. Kita amankan dengan inisial TVH 19 tahun. Dia menjual melalui online," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta Barat, Rabu (4/3/2020). Satu boks masker, kata dia, dijual Rp 300.000,00 hingga Rp 350.000,00. TVH dapat dijerat Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 miliar(Kurniati 2020).
     Penimbunan masker lebih parah dilakukan oleh distributor itu sendiri. Distributor alat kesehatan yang menimbun masker wajah dan hand sanitizer adalah PT Intraco Medika Lindo Pratama. Distributor alkes ini adalah salah satu yang terbesar di Makassar. Hasil operasi yang dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Sulsel di Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Sumba Makassar itu, ditemukan adanya penimbunan masker sebanyak 48 ribu lembar. Bukan cuma masker, hand sanitizer atau antisptik dalam wadah jerigen juga ditemukan di dua tempat berbeda, dan rencananya akan dijual dengan harga jauh lebih tinggi(Anon 2020b). 

Sanksi bagi pelaku penimbun barang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2014) yang dimuat pada Pasal 109 jo. Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menurut praktisi hukum David Tobing menilai penimbun masker yang diyakini membuat harga melonjak, tidak bisa dipidana. "Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker maupun hand sanitizer sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpanan/penimbunan masker dan hand sanitizer yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda 50 miliar Rupiah, tidak tepat digunakan," ujar David(Saputra 2020). Hal demikian di dalam Perpres sebagai aturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2014 tersebut terkait dengan macam-macam atau jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Menurut Pasal 2 ayat 6 Perpres No. 59 Tahun 2020 yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:

a) beras;

b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;

c) cabe;

d) bawang merah.

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

a) gula;

b) minyak goreng;

c) tepung terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;

a) daging sapi;

b) daging ayam ras;

c) telur ayam ras;

d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;

2. pupuk;

3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

4. triplek;

5. semen;

6. besi baja konstruksi;

7. baja ringan.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya diantaranya adalah: 1. Apakah yang menjadi kualifikasi barang penting di dalam UU No. 7 Tahun 2014 ? 2. Apakah masker dapat dikualifikasikan sebagai barang penting di bidang perdagangan pada masa pandemi covid-19 ?
     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah yang menjadi kualifikasi barang penting di dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan apakah masker dapat dikualifikasikan sebagai barang penting di bidang perdagangan pada masa pandemi covid-19.

METODE

     Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yaitu mengenai kajian tentang barang, barang penting, keadaan darurat, keadaan darurat bencana, pandemi, dan interpretasi hukum yang dijelaskan berikut ini:

Pengertian barang sediri di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”

Pengertian barang kebutuhan pokok menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ”Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.”

Pengertian barang penting menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 yang berbunyi:

 “Yang dimaksud dengan “barang penting” adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.”

Pengertian keadaan darurat atau keadaan bahaya (state of emergency) dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa (state of emergency) adalah keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal(Matompo 2014).

Pengertian bencana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2007) yang berbunyi:


“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

     Pengertian darurat bencana merujuk pada Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."

Pengertian darurat kesehatan masyarakat termaktub pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 6 Tahun 2018) yang berbunyi:

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

Pengertian wabah penyakit menular menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular  (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 4 Tahun 1984) yang berbunyi(Anon 1984):

“Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”

     Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu(Mertokusumo 2007). Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang(Mertokusumo 2007). Pembenarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri(Mertokusumo 2007). Tujuan akhir interpretasi atau penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif itu berlaku(Iqbal and Rabiah 2020).

Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi aturan hukum B. Arief Sidharta menjelaskan:

Mengintepretasi aturan hukum adalah upaya menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang cara atau metode untuk menemukan kaidah hukum itu, dalam studi hukum sudah lama dikembangkan berbagai metode interpretasi yang mencakup metode gramatikal, historikal, sistematikal, teleological dan sosiologikal(Suryoutomo and Febriharini 2020).

Interpretasi hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan kedua permasalahan dalam artikel ini adalah menggunakan interpretasi gramatikal (grammatical interpretation) dan interpretasi sistematis. Definisi kedua interpretasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bagian pembahasan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma(ND and Achmad 2017). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:
“… suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi….”(ND and Achmad 2017).
Metode pendekatan yang digunakan pada artikel ini yaitu berupa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji UU No. 7 Tahun 2014 serta aturan turunannya atau pelaksananya atau yang berkaitan dengan UU tersebut, dan juga peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa Pandemi covid-19. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi(Marzuki 2017). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan mengkaji teori interpretasi hukum, dan konsep barang penting. Pendekatan konseptual berguna untuk menjawab secara teoritis permasalahan peneliti apabila di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan jawabannya. 

     Selanjutnya, digunakan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut(Marzuki 2017) . Pendekatan historis diperlukan dalam mengkaji UU No. 7 Tahun 2014.
Bahan Hukum yang digunakan di antaranya:

a. Bahan hukum primer : 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549);

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

12) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyar.akat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

13) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378).
b. Bahan hukum sekunder : Buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel hukum yang berkaiatan dengan permasalahan peneliti.
c. Bahan nonhukum : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Black’s Law Dictionary.

     Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, kemudian mencari buku-buku hukum (treatises). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum(Marzuki 2017). Penelusuruan lebih lanjut berupa jurnal-jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan historis (historical approach) adalah dengan mencari peraturan perundang-undang sebelum UU No. 7 Tahun 2014 diterbitkan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejarah hukum dan sejarah peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.      Analisis bahan hukum dilakukan dengan memberikan preskripsi setelah melakukan analisis atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan(Marzuki 2017). Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum(Marzuki 2017). Preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil telaah analisis yang telah dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Barang Penting di dalam UU No. 7 Tahun 2014
Pengertian barang penting menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 adalah: 

“Yang dimaksud dengan “barang penting” adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.”
Penetapan jenis-jenis barang yang termasuk sebagai barang penting sebagaimana dimaksudkan di dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No., 59 Tahun 2020 tersebut, diatur pada Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:
1) “Menurut Pasal 2 ayat 6 Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

2) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:

a. mendukung program Pemerintah; dan/atau

b. disparitas harga antardaerah tinggi."

Kata “strategis”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu: strategis a 1 berhubungan, bertalian, berdasar strategi; 2 baik letaknya (tt tempat): pertokoan itu dibangun di tempat yg --(Departemen Pendidikan Nasional 2008). Sedangkan, menurut Kamus Thesaurus; strategis a 1) penting, vital; 2) diplomatis, politis, taktis((YLSA) 2012). Apabila merujuk pada ilmu manajemen, kata strategis berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos dan strategia(Nuroni and Adiguna 2017), yang mengacu pada seorang jenderal militer dan menggabungkan stratos (tentara) dan agos (memimpin)(David n.d.).
Menurut Bryson, “Strategos is a general set of maneuvers carried out to overcome a enemy during combat(Misbah and Budiyanto 2020).” Apabila dikaitkan dengan ilmu perang jaman dahulu, kata strategis atau kata strategi diartikan sebagai perencanaan yang matang agar dapat memenangkan suatu peperangan. Sesuatu dapat disebut strategis apabila mendasarkan pada suatu strategi dalam mencapai suatu tujuan. Strategi adalah sarana dalam mencapai tujuan jangka panjang(David n.d.).
Frasa barang strategis dapat dijelaskan secara interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri(Susanti 2019). Selain menggunakan interpretasi tersebut, dapat menggunakan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis yakni berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks undang-undang yang sama atau ada kaitan dengan ketentuan yang sedang ditafsir(Kusumaatmadja and Sidharta 2009). Frasa barang strategis dapat ditemukan pada undang-undang di bidang perpajakan. Yang dimaksud di bidang perpajakan di sini yaitu dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Muljono, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak(Agurahe 2019).
Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat dikenai pada Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (yang selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2009) yang berbunyi:

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 UU No. 42 Tahun 2009 tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya(Mardiasmo 2018). Menurut Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 42 Tahun 2009) yang berbunyi:
“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. 

b. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu.

c. Impor BKP tertentu.

d. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah.

e. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.”
Pasal 16B ayat (1) tersebut memberikan fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan. Perbedaan keduanya ditunjukkan pada Pasal 16B ayat (2) dan (3), yaitu pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut dapat dikreditkan, sedangkan pada BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN tidak dapat dikreditkan. Tujuan dari pemberian fasilitas PPN tersebut, termuat pada Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.”

Fasilitas perpajakan adalah kemudahan atau perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak tertentu atau Objek Pajak tertentu dengan kriteria tertentu(Anon 2019). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan terkait kewajiban PPN(Anon 2019). Dengan memberikan insentif atau keringan pajak tersebut dari Pemerintah terhadap sektor-sektor usaha tertentu, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memperlancar pembangunan nasional.
Berdasarkan amanah Penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j UU No. 42 Tahun 2009, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (yang selanjutnya disebut dengan PP No. 12 Tahun 2001) yang telah berkali-kali mengalami perubahan hingga  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (yang selanjutnya disebut dengan PP No. 48 Tahun 2020). 
Peraturan Pemerintah tersebut berisi salah satunya adalah jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Definisi strategis tidak dijelaskan secara gamblang dalam Peraturan Pemerintah tersebut, hanya dijelaskan tujuan pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN saja yang masih berdasar pada Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan literasi dari situs pajak online, definisi strategis merujuk pada kegunaannya bagi masyarakat(Rafinska 2018). Dalam literasi lain, definisi strategis merujuk pada urgensinya bagi khalayak atau pengembangan usaha tertentu(Anon 2019).
Maksud dari berguna bagi masyarakat dan pengembangan usaha tertentu, dicontohkan barang yang berkaitan dengan pertanian diberikan insentif atau keringan pajak (diklasifikasikan sebagai barang yang bersifat strategis), alhasil kebijakan perpajakan tersebut mensukseskan program “Revolusi Hijau” pada tahun 1984 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan melalui usaha pengembangan teknologi pertanian(Anon 2019). Hasil dari program tersebut adalah salah satunya meningkatkan kesejahterahan para petani. Sehingga, maka barang yang bersifat strategis di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan, yaitu barang modal atau barang yang berkaitan dan dibutuhkan pada suatu sektor-sektor usaha tertentu, mendukung program Pemerintah, dan membantu dalam lancarnya pembangunan nasional.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menununtun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan(Purba et al. 2021). Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesenimbungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional ialah untuk merealisasikan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial(Purba et al. 2021).
Hakikat dari pembangunan nasional yaitu diantaranya adalah: 1) Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan,dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan ialah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhantian yang seimbang. 2) Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakt dan di seluruh wilayah tanah air. 3) Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. 4) Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ialah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional(Purba et al. 2021).

Visi dan misi dalam pembangunan nasional diperlukan sebagai dasar pijakan dan rambu-rambu dalam mencapai tujuan bangsa serta cita-cita Nasional. Visi dari Pembangunan Nasional yaitu: 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan(Purba et al. 2021).

Misi Pembangunan Nasional adalah: 1) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai; 4) Penjamin kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran; 5) Perwujudan kehidupan sosial dan budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi; 6) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; 7) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia; 8) Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja; 9) Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 10) Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggungjawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia; 11) Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global(Purba et al. 2021).


Pembangunan nasional di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki pandangan selalu mengedepankan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi Pendapatan Nasional antara lain(Purba et al. 2021): 1) Tingkat pendapatan nasional yang tinggi menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerja tinggi; 2) Tinggi-rendahnya pendapatan per kapita menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Pendapatan per kapita memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan warganya; 3) Distribusi pendapatan yang merata, tidak ada timpang; 4) Besarnya kontribusi sektor industri dan jasa, maka akan semakin maju suatu negara; 5) Tingkat kesempatan kerja yang tinggi, hal ini ditandai dengan meningkatnya investasi, meningkatnya lapangan kerja baru, dan berkurangnya pengangguran; 6) Stabilitas ekonomi di tingkat pendapatan dan kesempatan kerja serta tingkat harga memengaruhi pasar produk dalam negeri; 7) Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang dan sehat.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di atas, terkait uraian definisi dari frasa barang penting yang memberi batasan yaitu barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, diakhir pembahasan ini dapat digambarkan bahwa barang strategis yang dimaksud pada UU No. 7 Tahun 2014 pada hakikatnya sama dengan barang strategis yang ada dalam fasilitas PPN yang dibebaskan sebagaimana termaktub di UU No. 42 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, yaitu barang yang memiliki manfaat dan urgensi bagi pengembangan sektor-sektor usaha tertentu, sehingga sektor-sektor usaha tersebut membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya menggerakkan pembangunan pada aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.
Masker dikualifikasikan sebagai Barang Penting di dalam UU   Perdagangan pada Masa Pandemi Covid-19

Kasus penimbunan masker yang terjadi di Indonesia pada saat awal pandemi covid-19 di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 telah menjadi suatu perdebatan. Perbuatan penimbunan masker belum terdapat payung hukum dalam menjerat pelaku penimbunan masker, walaupun perbuatan penimbunan sendiri sudah diatur dalam Pasal 109 jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 yang berbunyi:
“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”


Masker belum diklasifikasikan sebagai barang penting dalam Perpres No. 59 Tahun 2020 yang mengatur jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting. Maka dari itu diperlukan interpretasi dalam menjawab permasalahan tersebut, dan memperjelas makna barang penting di dalam UU No. 7 Tahun 2014.
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu(Kurniawan 2015).

Pemerintah saat itu  mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (yang selanjutya disebut dengan Keppres No. 11 Tahun 2020). Isi dari Keppres tersebut adalah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Alasan penetapan status Kedaruratan Kesehatan melalui Keppres tersebut, diatur dan dijelaskan pada bagian menimbang huruf a Keppres tersebut, yaitu : ”bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.”
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."
Alasan penetapan status Kedaruratan Kesehatan melalui Keppres tersebut, diatur dan dijelaskan pada bagian menimbang huruf a Keppres tersebut, yaitu : 

”bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.”


Penyebaran penyakit menular digolongkan sebagai bencana nonalam menurut UU No. 24 Tahun 2007. Pandemi covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi yang menunjukkan wabah penyakit yang menular dalam wilayah yang luas. Wabah penyakit covid-19 ditetapakan sebagai bencana nonalam melalui Keppres No. 12 Tahun 2020. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi:
“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Menurut Pasal 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1984 yang berbunyi:

“Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”
Penyebaran covid-19 pada mulanya ialah wabah penyakit menular yang hanya meliputi wilayah Wuhan, kemudian waktu ke waktu menyebar secara cepat ke penjuru dunia. Kemudian, WHO (World Health Organization) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020(Assri 2020). Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua)(Marcelina 2021). Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang(Sudaryono et al. 2020). Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas(Ristyawati 2020). Menurut World Health Organization (WHO) pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia(WHO 2020). Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja(Sudaryono et al. 2020).
Pandemi covid-19 yang melanda di Indonesia telah memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi dan sosial secara signifikan. Hal ini terlihat dari bagian menimbang baik Keppres No. 11 Tahun 2020 dan Keppres No. 12 Tahun 2020. Menurut poin a bagian menimbang Keppres No. 12 Tahun 2020 yang berbunyi:

“bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia."

Menurut Aline ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang mengandung tujuan negera yaitu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial(Yunita 2014). Pembangunan nasional pada hakikatnya disukseskan dan digerakkan oleh sumber daya manusia itu sendiri, apabila ketahanan sumber daya manusia itu lemah maka pembangunan nasional pasti tidak akan berjalan. Hal demikian yang membuat terganggunya aspek kehidupan masyarakat lainnya, seperti sosial dan ekonomi.

Menurut poin c bagian menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 36 Tahun 2009), yaitu:

“bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara."

Perlindungan dari ancaman penyakit menular diatur di dalam Pasal 152 UU No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

1) “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. 

4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.

6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.

7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.

8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Perlindungan dari wabah penyakit menular juga diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 (yang selanutnya disebut dengan PP No. 40 Tahun 1991) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang berbunyi:

“Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.”
Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 4 Tahun 1984 bahwa:

“Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit(Anon 1984).”

Pencegahan dari penularan covid-19 adalah dengan menggunakan alat kesehatan. Pengertian alat kesehatan dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.”
Alat kesehatan di masa pandemi covid-19 ini dikhususkan hanya kepada alat kesehatan yang mampu mencegah tertularnya virus covid-19 tersebut. Alat kesehatan tersebut biasa terdiri dari, masker, hand sanitizer, disinfektan, alat pelindung diri (APD), dan lain sebagainya. Alat kesehatan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bagi tenaga medis, sehingga menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dewasa ini, pemerintah berupaya untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dengan menyediakan alat kesehatan bagi masyarakat dan bagi tenaga kesehatan. Penyediaan alat kesehatan dibantu dengan kebijakan di bidang perpajakan yaitu pemberian insentif pajak pada alat kesehatan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (yang selanjutnya disebut dengan Permenkeu No. 34 Tahun 2020). Menurut poin a bagian menimbang Permenkeu No. 34 Tahun 2020 yang berbunyi:

“bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut poin b bagian menimbang Permenkeu No. 34 Tahun 2020 yang berbunyi:

“bahwa untuk percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu mengatur ketentuan mengenai perlakuan kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19).”

Menurut Lampiran Permenkeu No. 34 Tahun 2020, jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan diantaranya adalah:

a. “hand sanitizer

b. disinfektan

c. peralatan untuk rapid test dan PCR test

d. virus transfer media

e. obat dan vitamin

f. termometer

g. ventilator

h. swab

i. Thermal Imaging/ Scanning Equipment

j. In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR

k. alat suntik

l. syringe dan infusion pump

m. high flow oxygen

n. bronchoscopy portable

o. power air purifying respirator

p. CPAP-Mask

q. CPAP machine pediatric

r. ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)

s. Breathing Circuit for Ventilator and CPAP

t. Baby Incubator

u. Baby Incubator transport

v. Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari; masker, pakaian pelindung, sarung tangan, alat pelindung kaki, face shield, kacamata pelindung, pelindung kepala(Anon 2020l).”

Melihat kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak tersebut dalam penanganan pandemi covid-19, memberikan gambaran bahwa alat pelindung diri (seperti masker) sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan tenaga medis dalam kondisi pandemi covid-19 yang dapat memberikan perlindungan diri dalam menghadapi ancaman wabah penyakit menular, yaitu covid-19. Selain merujuk pada tujuan UU Kesehatan yaitu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, penanganan pandemi covid-19 juga akan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, seperti aspek sosial, dan lain-lain. Hal tersebut selaras dengan sifat barang penting di dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 yaitu sifat strategis dalam pembangunan nasional, yang secara tidak langsung mengandung makna bahwa alat pelindung diri, termasuk masker dapat diklasifikasikan sebagai barang penting pada masa pandemi covid-19.

PENUTUP
Kesimpulan 

a. Klasifikasi barang penting dalam UU No. 7 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Pepres No. 59 Tahun 2020 yaitu barang yang memiliki sifat strategis dalam pembangunan nasional. Makna barang yang bersifat strategis yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2014 pada hakikatnya sama dengan barang strategis dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu barang yanng mendapat fasilitas PPN. Diuraikan bahwa sifat strategis yang diberikan kepada barang berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksudkan barang tersebut memiliki manfaat dan urgensi bagi pengembangan sektor-sektor usaha tertentu sehingga sektor-sektor usaha tersebut membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya menggerakkan pembangunan pada aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.

b. Masker sebagai salah satu alat pelindung diri dapat dikualifikasikan sebagai barang penting dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 karena selaras dengan sifat barang penting yaitu sifat strategis dalam pembangunan nasional, yang mana masker menjadi salah satu kebutuhan dalam penanganan pandemi covid-19 yang memiliki tujuan sesuai UU Kesehatan yaitu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, serta akan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, seperti aspek sosial, dan lain-lain.

Saran
a. Diharapkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat Perpres terbaru untuk merubah Pasal 2 ayat 6 Perpres No. 59 Tahun 2020 atau membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk mengubah UU No. 7 Tahun 2014, yang bertujuan untuk mengkalsifikasikan masker sebagai barang penting di masa pandemi covid-19, karena jenis-jenis barang penting bersifat limitatif dalam Pepres No. 59 Tahun 2020.

b. Diharapkan kepada distributor dan penjual yang produknya alat-alat kesehatan terutama masker agar selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdangangan dan tidak mengambil keuntungan di masa pandemi covid-19, dan agar menjaga kestabilan harga masker dan menjaga ketersediaan stok kebutuhan masker bagi masyarakat. 
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